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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lalu lintas adalah salah satu aspek dalam kehidupan sosial yang 

mempengaruhi mobilitas masyarakat. Di Indonesia, angka kecelakaan di jalan 

raya masih tetap menjadi masalah dan kekhawatiran yang mendalam. 

Berdasarkan data Kementrian Perhubungan, amgka kecelakaan lalu lintas di 

Indonesia meningkat setiap tahunnya, dan kelompok usia remaja menjadi 

penyebab utama terjadinya kecelakaan. Karena itu, pemahaman yang 

komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peraturan lalu lintas 

dikalangan remaja dan anak-anak yang masih di bawah umur, sangat penting 

untuk menurunkan angka kecelakaan dan mewujudkan lingkungan berkendara 

yang lebih aman.
1
 

Keberhasilan suatu Negara dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan 

di jalan raya sangat dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakat terhadap 

peraturan lalu lintas. Ketaatan ini merupakan salah satu penyebab utama untuk 

mengurangi jumlah kecelakaan dan pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Di 

Indonesia, khususnya remaja yang berusia antara 13-17 tahun, mempunyai 

peranan penting dalam pembentukan kepribadian dan perilaku. 
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Pada usia ini, individu mulai belajar dan menerapkan berbagai norma dan 

peraturan, termasuk yang berkaitan dengan keselamatan berkendara. 

Di Kecamatan Cipaku, peningkatan jumlah pengguna jalan, terutama di 

kalangan remaja, terlihat signifikan. Sebagai daerah yang terus berkembang, 

pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang digunakan oleh remaja, serta 

pola perilaku berkendara mereka, semakin mencolok. Namun, fenomena ini 

juga diiringi dengan sejumlah pelanggaran hukum perilaku berlalu lintas yang 

dilakukan oleh remaja. Hal ini perlu dianalisis lebih mendalam untuk 

memahami unsur-unsur yang memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap hukum 

lalu lintas di kalangan remaja. Remaja seringkali terjebak dalam perilaku 

bekendara yang beresiko, seperti tidak menggunakan helm, ngebut, dan 

melanggar rambu lalu lintas. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan 

mendesak untuk memahani unsur-unsur yang memengaruhi ketaatan peraturan 

lalu lintas di kalangan remaja.
2
 

Peningkatan jumlah korban dalam kecelakaan adalah hal yang tidak 

diinginkan oleh semua pihak, baik pengemudi maupun korban, mengingat 

betapa berharganya keselamatan, terutama nyawa seseorang. Oleh karena itu, 

pihak yang menyebabkan kecelakaan harus bertanggung jawab atas 

perbuatannya. Tindakan ini diharapkan dapat memberi efek jera pada pelaku 

agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan lebih waspada dalam 

berkendara. Kecelakaan lalu lintas yang sebagaimana penulis uraikan di atas 
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juga kerap terjadi di Kecamatan Cipaku, sehubungan dengan hal tersebut, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Faktor Yang 

Mempengaruhi Ketaatan Hukum di Bidang Lalu Lintas Jalan Pada Usia 13-17 

Tahun (Studi Kasus Di Kecamatan Cipaku)”. 

Tabel 1.1  

Data dan jenis pelanggaran lalu lintas Berdasarkan Usia Tahun 2024 

 

Sumber : Polres Ciamis, 2024 

Salah satu faktor penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas adalah 

minimnya kesadaran masyarakat dalam berkendara seperti mengabaikan dan 

tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku, serta kurangnya kesiapan 

mental saat mengemudi.
3
 Keadaan ketidaksiapan pengemudi saat berkendara 

dapat memicu kecelakaan yang berisiko membahayakan keselamatan 

pengguna jalan lainnya, selain faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas 

yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga 

dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi itu sendiri. Kenyaatan yang sering 

ditemui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental. 

                                                           
3
 Tema Febriana, Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kota Depok, (Jakarta: Skripsi : 

UNAS,2021), hal 2. 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 JANUARI 88 285 372 32 0 777

2 PEBRUARI 109 193 94 58 0 454

3 MARET 44 138 157 9 0 348

4 APRIL 44 136 32 0 0 212

5 MEI 131 378 138 15 0 662

6 JUNI 48 468 336 22 0 874

7 JULI 61 183 401 9 0 654

8 AGUSTUS 204 215 107 21 0 547

9 SEPTEMBER 74 168 111 4 0 357

10 OKTOBER 0 0 0 0 0 0

11 NOPEMBER 0 0 0 0 0 0

12 DESEMBER 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 803 2.164 1.748 170 0 4.885

NO KESATUAN
<13 13 - 17

 GOLONGAN  USIA

17 - 27 28 - 50 > 50 JML
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Pengemudi tersebut saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan 

baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain.
4
 

Tabel 1.2 

Data dan jenis pelanggaran lalu lintas Berdasarkan Pendidikan 

Tahun 2024 

 

Sumber : Polres Ciamis, 2024 

 

Aiptu Suharso melakukan pengaturan lalu lintas di depan kantor UPTD 

Cipaku, wilayah Buniseuri, sebagai bagian dari Operasi Patuh Lodaya 2024 

yang digelar oleh Polres Kota Ciamis. Operasi ini bertujuan untuk 

meningkatkan disiplin dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, 

menurunkan jumlah pelanggaran dan kecelakaan, serta meningkatkan 

keselamatan di jalan raya. Fokus dari operasi ini adalah penegakan peraturan 

lalu lintas dengan tujuh prioritas pelanggaran, termasuk penggunaan ponsel 

saat berkendara, pengemudi di bawah umur, pengemudi yang tidak 

                                                           
4
 Ibid. hal 4. 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 JANUARI 12 76 483 206 0 777

2 PEBRUARI 7 11 249 187 0 454

3 MARET 5 34 272 37 0 348

4 APRIL 4 0 167 41 0 212

5 MEI 7 39 524 92 0 662

6 JUNI 6 146 443 279 0 874

7 JULI 16 43 476 119 0 654

8 AGUSTUS 14 9 414 110 0 547

9 SEPTEMBER 4 9 219 125 0 357

10 OKTOBER 0 0 0 0 0 0

11 NOPEMBER 0 0 0 0 0 0

12 DESEMBER 0 0 0 0 0 0
75 367 3.247 1.196 0 4.885JUMLAH

NO KESATUAN
S D

 GOLONGAN  PENDIDIKAN

S L T P S L T A AKADEMI PUTUS 
JMH



5 

 
 

menggunakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan 

pengemudi di bawah pengaruh alkohol.
5
 

Ada beberapa unsur yang diperkirakan memengaruhi ketaatan hukum lalu 

lintas pada remaja di Kecamatan Cipaku, seperti pendidikan tentang lalu 

lintas, kesadaran akan keselamatan berkendara, pengaruh teman sebaya, dan 

kebijakan pemerintah daerah setempat dalam hal sosialisasi dan  penegakkan 

hukum. Penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor ini 

agar dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan ketaatan 

hukum lalu lintas di kalangan remaja, khususnya di Kecamatan Cipaku. 

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis 

unsur-unsur yang mempengaruhi ketaatan hukum lalu lintas pada usia 13-17 

tahun di wilayah tersebut. 

Perkembangan transportasi lalu lintas yang pesat tersebut dapat 

menimbulkan dampat postitif maupun negatif. Semua itu bergantung pada 

sikap masing-masing individu dalam mengimplementasikannya. Faktor-faktor 

yang menyebabkan masalah dalam lalu lintas meliputi manusia sebagai 

pengguna utama jalan, jumlah kendaraan, kondisi kendaraan, serta keadaan 

rambu-rambu lalu lintas, yang semuanya berperan sebagai penyebab 

terjadinya kecelakaan dan pelanggaran berlalu lintas.
6
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Tabel 1.3 

Data laka lantas Tahun 2024 

NO BULAN JUMLAH 

KEJADIAN 

KORBAN RUGI MATERI  

MD LB LR 

1 JANUARI 18 7 - 21 Rp. 65.500.000 

2 FEBRUARI 27 6 - 29 Rp. 17.250.000 

3 MARET 16 5 - 21 Rp. 20.000.000 

4 APRIL 36 15 - 39 Rp. 27.000.000 

5 MEI 42 17 - 43 Rp. 88.500.000 

6 JUNI 34 11 - 36 Rp. 112.900.000 

7 JULI 31 14 - 31 Rp. 49.000.000 

8 AGUSTUS 47 17 - 64 Rp. 50.750.000 

9 SEPTEMBER 26 9 - 30 Rp. 31.000.000 

10 OKTOBER 18 6 - 26 Rp. 22.000.000 

JUMLAH 295 107 - 340 Rp. 483.900.000,00 

Sumber : Polres Ciamis, 2024 

Dipe$rlukan upaya untuk me$numbuhkan ke$sadaran dalam me$matuhi 

pe$raturan, me$njaga ke$te$rtiban, dan me$nghargai hak orang lain saat be$rlalu 

lintas. Se$lain itu, de$ngan adanya pe$ne$gakan hukum ole$h Polri, diharapkan 

situasi te$rcipta situasi te$rtib hukum di se$ctor lalu lintas. 

Me$nurut Undang-Undang Re$publik Indone$sia Nomor 22 Tahun 2009 

Pasal 77
7
, de$ngan te$gas dise$butkan bahwa se$tiap individu yang 

me$nge$mudikan ke$ndaraan be$rmotor di jalan harus me$miliki Surat Izin 

Me$nge$mudi yang se$suai de$ngan je$nis ke$ndaraan yang dike$mudikan. Namun, 

masih banyak pe$lajar yang be$lum me$me$nuhi syarat untuk me$nge$ndarai 

ke$ndaraan be$rmotor, me$skipun me$re$ka se$ring kita te$mui di jalan. Se$lain 

me$ngganggu pe$ngguna jalan lain, para pe$lajar yang be$rke$ndara tanpa ke$ndali 

inijuga be$risiko me$mbahayakan dirinya se$ndiri. Se$ringkali dibe$ritakan dalam 

program-program be$rita, baik dite$le$visi maupun sosial me$dia, tidak jarang 

ke$ce$lakaan yang me$libatkan pe$nge$mudi yang masih re$maja se$ring kali 
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me$nye $babkan korban jiwa. Pe$ran orang tua dalam me$ngurangi pe$langgaran 

lalu lintas yang dilakukan ole$h pe$lajar tampaknya masih kurang, hal ini dapat 

te$rlihat dari masih banyaknya pe$lajar di bawah umur yang dibe$ri izin untuk 

me$nge$ndarai se$pe$da motor tanpa me$miliki SIM.
8
 

Pada pe$ne$litian ini, pe$ne$liti me$mfokuskan pada pe$langgar lalu lintas yang 

dilakukan se$bagai pe$ngguna jalan di Jalan Raya Bunise$uri, dimana banyak 

pe$ngguna jalan, khususnya se$pe$da motor yang me$langgar aturan lalu lintas 

be$rupa me$nge$ndarai motor ole$h anak-anak yang masih di bawah umur dan 

juga tidak me$nggunakan he$lm. Tindakan te$rse$but te$ntunya sangat 

me$mbahayakan diri se$ndiri, te$ntunya sikap dan pe$rilaku ini sudah sangat 

me$mbahayakan dise$babkan adanya dampak yang akan ditimbulkan.
9
 

De$ngan me$mpe$rtimbangkan hal-hal yang te$lah dije$laskan di atas, pe$nulis 

be$rmaksud untuk me$nuliskan ke$ dalam skripsi de$ngan judul : “ANALISIS 

HUKUM FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETAATAN HUKUM 

DI BIDANG LALU LINTAS JALAN PADA USIA 13-17 TAHUN DI 

KECAMATAN CIPAKU CIAMIS JAWA BARAT” 

B. Rumusan Masalah 

Agar pe$mahaman te$rhadap pe$rmasalahan yang akan dite$liti le$bih mudah, 

se$rta untuk me$ncapai tujuan pe$ne$litian yang le$bih me$ndalam dan te$rfokus, 

pe$nulis me$rumuskanmasalah se$bagai be$rikut : 
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 Raja Desril, Penyulihan Hukum Keselamatan lalu lintas Sebagai Strategi Mewujudkan Budaya 

Patuh Hukum Lalu Lintas (Jurnal Pengabdian Untuk Mu Negeri. Vol.2 No.2), hal.94 
9
 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian. “Suatu Pendekatan Praktik”, (Jakarta: Rineka Cipta, 
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1. Apa saja faktor yang me$mpe$ngaruhi Re$maja usia 13-17 tahun dalam 

me$matuhi lalu lintas jalan di ke$camatan cipaku? 

2. Upaya apa yang dilakukan ole$h Polre$s Ciamis dalam me$nanggulangi 

pe$langgaran lalu lintas ole$h Re$maja di Ke$camatan Cipaku? 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk me$nge$tahui dan me$mahami faktor-faktor yang 

me$mpe$ngaruhi ke$taatan hukum lalu lintas di kalangan re$maja usia 

13-17 tahun di Ke$camatan Cipaku. 

b. Untuk me$nge$tahui dan me$mahami langkah apa yang diambil ole$h 

Polre$s Ciamis untuk me$ngatasi pe$langgaran lalu lintas di 

Ke$camatan Cipaku agar tidak te$rus me$ningkat se$tiap tahunnya. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat te$oritis, hasil pe$ne$litian ini dapat me$njadi dasar untuk 

pe$ne$litian le$bih lanjut te$rkait lahirnya konse$p-konse$p ke$ilmuan 

yang diharapkan dapat me$mbe$rikan sumbangan bagi 

pe$rke$mbangan hukum di Indone$sia. 
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b. Manfaat Praktis : 

1) Bagi masyarakat, me$mbe$rikan wawasan ke$pada masyarakat 

te$ntang pe$rilaku re$maja di jalan raya, se$hingga masyarakat 

dapat le$bih me$mahami risiko dan me$ngambil langkah untuk 

me$ningkatkan ke$se$lamatan be$rlalu lintas. De$ngan me$mahami 

faktor-faktor yang me$mpe$ngaruhi lalu lintas jalan di kalangan 

re$maja, masyarakat dapat be$rkontribusi dalam upaya 

pe$ngurangan ke$ce$lakaan, te$rutama yang me$libatkan pe$ngguna 

jalan. 

2) Bagi Aparatur Pe$ne$gak Hukum pe$ne$litian ini diharapkan dapat 

me$mbe$rikan kontribusi dalam me$mpe$rbaiki dan me$ningkatkan 

pe$ne$rapan hukum, te$rutama te$ntang pe$ranan ke$polisian lalu 

lintas dalan me$nangani dan me$nanggulangi pe$langgaran lalu 

lintas se$hingga dapat me$mbantu para pe$ne$gak hukum dalam 

me$ne$gakkan supre$masi hukum. 

3) Untuk pe$laku/re$maja, pe$ne$litian ini dapat me$ningkatkan 

ke$sadaran re$maja te$ntang pe$ntingnya me$matuhi hukum lalu 

lintas, se$hingga me$re$ka le$bih me$mahami konse$kue$nsi dari 

pe$langgaran. 
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D. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual 

1. Kerangka Teori 

a. Teori Fungsi Hukum 

Me$nurut Soe$rjono Soe$kanto, fungsi hukum adalah se$bagai sarana 

untuk me$nge$ndalikan sosial. Me$kanisme$ pe$nge$ndalian sosial itu 

se$ndiri me$rupakan suatu prose$s yang te$lah dire$ncanakan de$ngan tujuan 

untuk me$ndorong, me$ngajak, me$ngarahkan, atau me$maksa masyarakat 

agar me$matuhi hukum atau aturan yang be$rlaku. 

Hukum be$rfungsi de$ngan cara me$ngawasi tindakan individu atau 

inte$raksi antar anggota masyarakat. Untuk me$ncapai tujuannya, hukum 

me$njabarkan pe$ranannya me$lalui be$rbagai fungsinya. De$ngan 

de$mikian, fungsi hukum adalah untuk me$nata dan me$ngatur hubungan 

dalam masyarakat se$rta me$nye$le$saikan masalah-masalah yang 

muncul.
10

 

The$o Huijbe$rs, me$nyatakan bahwa fungsi hukum adalah untuk 

me$njaga ke$pe$ntingan umum dalam masyarakat, me$lindungi hak-hak 

manusia, dan me$wujudkan ke$adilan dalam ke$hidupan be$rsama. 

Be$rdasarkan pe$nje$lasan te$ntang fungsi hukum me$nurut para ahli 

hukum di atas, dapat disusun fungsi-fungsi hukum se$bagai be$rikut : 
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1) Me$mbe$rikan pe$doman atau pe$ngarahan pada warga 

masyarakat untuk be$rpe$rilaku. 

2) pe$ngawasan atau pe$nge$ndalian sosial (social control). 

3) Pe$nye$le$saian se$ngke$ta (dispute$ se$ttle$me$nt). 

4) Re$kayasa sosial (social e$gine$e$ring). 

Fungsi hukum se$bagai pe$doman atau pe$ngarahan pe$rilaku rasanya 

tidak me$me$rlukan pe$nje$lasan panjang, me$ngingat te$lah dije$laskan 

se$bagai kaidah, yaitu : “se$bagai pe$doman pe$rilaku, yang me$nyiratkan 

pe$rilaku yang se$yogianya atau diharapkan diwujudkan ole$h 

masyarakat me$lakukan suatu ke$giatan yang diatur ole$h hukum”.
11

 

b. Teori Efektivitas Hukum 

E$fe$ktivitas be$rasal dari kata e$fe$ktif yang me$ngandung arti 

te$rcapainya ke$sukse$san dalam me$ncapai tujuan yang te$lah dite$ntukan. 

E$fe$ktivitas se$lalu be$rkaitan de$ngan hubungan antara hasil yang 

dipe$role$h de$ngan tujuan yang ingin dicapai. E$fe$ktivitas adalah 

pe$ristiwa yang te$rjadi saat ini dan di masa de$pan, se$rta kaidah-kaidah 

te$rse$but be$rlaku se$cara umum. De$ngan de$mikian, se$lain tugas-tugas 

yang be$rkaitan de$ngan ke$pastian dan ke$adilan, juga te$rkandung unsur 

ke$gunaan dalam hukum.
12
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Te$ori E$fe$ktivitas hukum se$bagai kaidah, hukum be$rfungsi se$bagai 

pe$doman me$nge$nai sikap atau pe$rilaku yang se$harusnya. Me$tode $ 

be$rpikir yang digunakan dalam hal ini adalah de$duktif-rasional, yang 

me$nghasilkan pola pikir yang ce$nde$rung dogmatis. Di sisi lain, ada 

pandangan yang me$lihat hukum se$bagai tindakan atau pe$rilaku yang 

te$ratur. Dalam hal ini, me$tode$ be$rpikir yang dipakai adalah induktif-

e$mpiris, se$hingga hukum dipahami se$bagai tindakan yang diulang 

dalam be$ntuk yang sama de$ngan tujuan te$rte$ntu.
13

 

E$fe$ktivitas hukum dalam praktik atau re$alitas hukum dapat dilihat 

ke$tika se$se$orang me$nilai apakah suatu kaidah hukum be$rhasil atau 

gagal me$ncapai tujuannya. Hal ini biasanya dapat dike$tahui de$ngan 

me$lihat apakah pe$ngaruhnya be$rhasil me$ngatur sikap atau pe$rilaku 

te$rte$ntu se$hingga se$suai de$ngan tujuan yang dite$tapkan. De$ngan kata 

lain, e$fe$ktivitas hukum diukur be$rdasarkan se$jauh mana tujuan hukum 

te$rcapai. Salah satu cara untuk me$ndorong masyarakat agar me$matuhi 

kaidah hukum adalah de$ngan me$ncantumkan sanksi-sanksi yang 

be$rlaku. Sanksi-sanksi te$rse$but bisa be$rupa sanksi ne$gatif atau positif, 

yang be$rtujuan untuk me$mbe$rikan rangsangan agar individu tidak 

me$lakukan tindakan yang salah atau justru me$lakukan tindakan yang 

baik.
14
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 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di 

Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hal 45 
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Me$nurut Hans Ke$lse$n, ke$tika me$mbahas e$fe$ktivitas hukum, kita 

juga tidak bisa te$rle$pas dari pe$mbahasan me$nge$nai validitas hukum. 

Validitas hukum me$ngacu pada ke$nyataan bahwa norma-norma hukum 

itu me$ngikat, yang be$rarti se$tiap orang wajib untuk me$matuhi dan 

me$ne$rapkannya. Se$me$ntara itu, e$fe$ktivitas hukum me$ngandung arti 

bahwa orang be$nar-be$nar be$rtindak se$suai de$ngan norma-norma 

hukum se$bagaimana se$harusnya, di mana norma-norma te$rse$but be$nar-

be$nar dite$rapkan dan dipatuhi dalam praktik. 

c. Teori Kriminologi 

Kriminologi adalah ilmu yang me$mpe$lajari te$ntang ke$jahatan. 

Istilah kriminologi se$ndiri dipe$rke$nalkan ole$h P. Topinard (1830-1911), 

se$orang ahli antropologi asal Pe$rancis. Se$cara harfiah, kata "kriminologi" 

be$rasal dari kata crime$n yang be$rarti ke$jahatan atau pe$njahat, dan logos 

yang be$rarti ilmu pe$nge$tahuan. De$ngan de$mikian, kriminologi dapat 

diartikan se$bagai ilmu yang me$mpe$lajari te$ntang ke$jahatan atau pe$njahat.
15

 

Se$bagai ilmu pe$nge$tahuan yang masih te$rmasuk re$lative$ muda 

maka kriminologi banyak dike$mbangkan di Ne$gara-Ne$gara Ame$rika 

maupun E$ropa. Ke$mudian yang me$njadi pe$rtanyaan, bagaimanakah di 

Indone$sia? Di Indone$sia kriminologi dipe$lajari dan bahkan me$njadi salah 

satu kurikulum di be$be$rapa fakultas, namun pe$rke$mbangan kriminologi di 
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 Topo Santoso, Kriminologi (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hal 9 
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Ne$gara ini sangatlah lamban. Be$lum banyak orang te$rtarik kriminologi, 

bahkan dapat dikatakan kalau Indone$sia masih miskin kriminologi. 

Kriminologi adalah se$buah ilmu yang pe$nting dan dipe$rlukan, 

namun masih be$lum dilirik se$bagian be$sar orang. Padahal dari sini dapat 

dilihat dan dipe$lajari dari be$rbagai je$nis ke$jahatan dan be$rikut pe$nye$bab-

pe$nye $bab yang me$ndasari te$rjadinya ke$jahatan.
16

 

2. Kerangka Konseptual 

a. Ketaatan Hukum 

Be$rdasarkan Kamus Be$sar Bahasa Indone$sia atau KBBI, ke$taatan 

hukum adalah ke$se$tiaan se$se$orang atau subye$k hukum te$rhadap hukum 

yang diwujudkan dalam be$ntuk pe$rilaku yang nyata.
17

 

Kata “taat” me$miliki be$be$rapa arti yaitu : 

1) Me$ntaati atau me$matuhi, yaitu me$ngikuti pe$rintah, aturan atau 

hukum yang be$rlaku. 

2) Pe$ngabdian, yaitu ke$taatan yang tulus ke$pada suatu prinsip, 

ke$yakinan, atau agama. 

3) Se$suai de$ngan se$suatu, yaitu ke$se$suaian atau ke$se$tiaan 

te$rhadap se$suatu, se$pe$rti hukum atau kontrak. 
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Me$nurut JDIH Sukoharjo, ke$taatan hukum adalah ke$sadaran akan 

manfaat hukum yang dite$rapkan dalam be$ntuk tindakan yang se$suai 

de$ngan nilai-nilai hukum. 

Contoh pe$rilaku  taat hukum dalam ke$hidupan be$rmasyarakat, di 

antaranya :  

1) Me$nghindari pe$rbuatan yang bisa me$mbuat nasyarakat 

re$sah. 

2) Patuh te$rhadap pe$raturan lalulintas. 

3) Be$rinte$raksi se$cara baik de$ngan masyarakat. 

4) Me$matuhi pe$raturan yang be$rkaitan de$ngan 

ke$wargane$garaan.
18

 

b. Lalu Lintas 

Me$nurut KBBI Lalu Lintas me$rupakan aktivitas be$rjalan bolak-

balik atau hilir-mudik di jalan raya, te$rkait de$ngan pe$rjalanan 

ke$ndaraan dan se$bagainya. Me$nurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas adalah pe$rge$rakan 

ke$ndaraan atau orang di ruang lalu lintas jalan. 

Me$nurut He$ndarsin, lalu lintas adalah be$nda atau pe$jalan kaki 

se$bagai bagian dari lalu lintas, se$dangkan unsur lalu lintas di atas roda 

dise$but de$ngan ke$ndaraan. 
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c. Anakl 

Me$nurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 te$ntang Pe$radilan 

Anak adalah anak yang te$lah be$rumur 12 (dua be$las) tahun, te$tapi 

be$lum be$rumur 18 (de$lapan be$las) tahun yang diduga me$lakukan 

tindak pidana. 

d. Pelanggaran Lalu Lintas 

Pe$langgaran lalu lintas jalan adalah pe$rbuatan atau tindakan yang 

be$rte$ntangan de$ngan ke$te$ntuan-ke$te$ntuan pe$raturan pe$rundang-

undangan lalu lintas (Ramdlon Naning). Pe$langgaran yang dimaksud 

adalah pe$langgaran se$bagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-

Undang Nomor 22 tahun 2009 yang be$rbunyi : 

1) Be$rpe$rilaku te$rtib dan/atau 

2) Me$nce$gah hal-hal yang dapat me$rintangi, me$mbahayakan 

ke$amanan dan ke$se$lamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau 

yang dapat me$nimbulkan ke$rusakan jalan.
19

 

Me$nurut Wirjono Prodjodikoro pe$nge$rtian pe$langgaran adalah 

ove$rtre$dinge$n atau pe$langgaran be$rarti suatu pe$rbuatan yang 

me$langgar se$suatu dan be$rhubungan de$ngan hukum, be$rarti tidak lain 

daripada pe$rbuatan me$lawan hukum. se$dangkan me$nurut Bambang 

Poe$rnomo me$nge$mukakan bahwa pe$langgaran adalah politis-on re$cht 
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dan ke$jahatan adalah crimine$e$l-on re$cht. Politis-on re$cht itu 

me$rupakan pe$rbuatan yang tidak me$ntaati larangan atau ke$harusan 

yang te$lah dite$ntukan ole$h pe$nguasa Ne$gara. Se$dangkan crimine$e$l-on 

re$cht itu me$rupakan pe$rbuatan yang be$rte$ntangan de$ngan hukum.
20

 

Dari be$rbagai pe$nge$rtian di atas dapat diartikan bahwa pe$langgaran 

adalah suatu pe$rbuatan atau tindakan yang be$rte$ntangan de$ngan 

ke$te$ntuan pe$raturan pe$rundang-undangan. 

e. Peran Polisi Lalu Lintas 

Polisi lalu lintas me$rupakan salah satu unsur pe$laksana yang 

me$miliki tugas untuk me$njalankan tugas ke$polisian, yang me$ncakup 

pe$njagaan, pe$ngaturan, pe$ngawalan, patroli, pe$ndidikan masyarakat, 

re$kayasa lalu lintas, re$gistrasi dan ide$ntifikasi pe$nge$mudi atau 

ke$ndaraan be$rmotor, pe$nyidikan ke$ce$lakaan lalu lintas, se$rta 

pe$ne$gakan hukum lalu lintas. Se$mua tugas ini be$rtujuan untuk me$njaga 

ke$amanan, ke$te$rtiban, dan ke$lancaran lalu lintas. Pe$layanan di bidang 

lalu lintas juga be$rfokus pada pe$ningkatan kualitas hidup masyarakat, 

kare$na dalam masyarakat mode$rn, lalu lintas me$njadi faktor pe$nting 

yang me$ndukung produktivitas.
21
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E. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Pe$ne$litian ini be$rsifat e$mpiris, pe$ne$litian ini me$nggunakan data non 

nume$rik untuk me$ngumpulkan informasi. Pe$ne$litian ini be$rtujuan untuk 

me$ne$mukan makna, pe$ndapat, atau alasan yang me$ndasari subje$knya. 

Pe$ne$litian ini biasanya me$nggunakan me$tode$ pe$rcakapan untuk 

me$mbe$rikan wawasan atau informasi yang le$bih me$ndalam te$ntang 

masalah te$rse$but.  

Pe$ne$litian ini be$rsifat de$skriptif dan me$nggunakan analisis me$ndalam. 

Pe$ne$litian ini be$rdasarkan pada te$ori se$bagai landasannya untuk 

me$mastikan fokus pe$ne$litian ini dise$suaikan de$ngan fakta yang ada di 

lapangan. 

2. Pendekatan Masalah 

Pada pe$ne$litianmini pe$nulis me$nggunakan je$nis pe$nde$katan e$mpiris. 

Pe$nde$katan e$mpiris adalah pe$nde$katan yang dilakukan de$ngan me$ngamati 

fakta-fakta yang ada di lapangan te$rkait pe$laksanaan pe$raturan-pe$raturan 

yang be$rlaku.
22

 

Pe$nde$katan ini be$rgantung pada data konkre$t dan ve$rifikasi, bukan 

se$ke$dar asusmsi atau te$ori. Pe$ne$liti me$lakukan obse$rvasi langsung ke$ 

lapangan untuk me$lihat dan me$ngumpulkan informasi te$ntang bagaimana 
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pihak Ke$polisian Polre$s Ciamis me$nangangi kasus pe$langgaran lalu lintas 

yang me$libatkan anak di bawah umur, ke$mudian me$nganalisisnya. 

3. Sumber Data 

Pe$ne$litian ini me$nggunakan me$tode$ pe$nde$katan yuridis e$mpiris, yang 

me$ngandalkan data yang dipe$role$h dari lapangan untuk me$njawab 

pe$rmasalahan yang te$lah dite$tapkan. Bahan hukum prime$r dan se$kunde$r 

dikumpulkan ke$mudian dianalisis. 

a. Data Primer 

Dalam pe$ne$litian ini, data dikumpulkan langsung ole$h pe$ne$liti. 

Ole$h kare$na itu, se$mua informasi yang ada dicatat ole$h pe$ne$liti untuk 

pe$rtama kalinya. Pada awal pe$ne$litian, data be$lum te$rse$dia.
23

 Pe$ne$liti juga 

me$ngumpulkan data le$wat kuisione$r yang pe$ne$liti se$barkan, se$rta 

wawancara ke$pada pe$lajar, masyarakat se$te$mpat dan juga ke$pada 

polisi lalujlintas.i 

b. DatalSekunderj 

Dalam pe$ne$litian ini data yang digunakan ole$h pe$ne$liti dalam 

pe$ne$litian ini me$rupakan data yang dikumpulkan ole$h pihak lain. Ke$tika 

pe$ne$litian dimulai, data te$rse$but sudah te$rse$dia. Jika me$lihat hie$rarki 

antara data prime$r dan se$kunde$r, data se$kunde$r me$nce$rminkan situasi yang 
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se$be$narnya, namun se$ring kali data se$kunde$r sudah ada be$gitu saja give$n 

tanpa dike$tahui me$tode$ pe$ngumpulannya atau validitasnya.
24

 

4. TeknikoPengumpulaniData 

Te$knik pe$ngumpulan data yang digunakan dalam pe$ne$litian ini 

dilakukan me$lalui studi lapangan te$rhadap data-data, baik data prime$r 

maupun data se$kunde$r, se$rta dilakukan pula wawancara de$ngan be$be$rapa 

narasumbe$r me$wakili masyarakat ke$camatan Cipaku untuk 

me$ngungkapkan ke$luh ke$sah me$re$ka ke$tika me$lihat re$maja dibawah umur 

sudah me$nge$ndarai motor dan me$langgar lalu lintas jalan, se$hingga 

pe$nulis bisa me$mbe$ri catatan untuk me$le$ngkapi alasan para pe$nge$ndara 

se$pe$da motor di are$a Jl. Raya Bunise$uri dan se$kitarnya. 

5. Pengolahan AnalisisaDatak 

Analisis data me$rupakan tahap akhir dalam suatu prose$s pe$ne$litian. 

Yang dimaksud de$ngan analisis adalah suatu prose$s pe$ngolahan data yang 

didasarkan pada se$mua data yang te$lah diprose$s se$be$lumnya. Analisis data 

ini be$rtujuan untuk me$nje$laskan hasil-hasil pe$ne$litian yang te$lah 

dipe$role$h.
25

 

Me$tode$ analisis data yang digunakan ole$h pe$nulis adalah analisis 

kualitatif. Data yang dipe$role$h dari pe$ne$litian lapangan, be$rupa data 

prime$r, dikumpulkan dan dise$le$ksi se$cara siste$matis, yuridis, dan logis, 
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ke$mudian didukung de$ngan data se$kunde$r. Data te$rse$but ke$mudian 

dianalisis se$cara kualitatif untuk me$ncapai ke$je$lasan masalah yang 

dibahas. Se$te$lah analisis data se$le$sai maksa hasilnya akan disajikan se$cara 

de$skriptif, yaitu de$ngan me$nuturkan dan me$nggambarkan se$cara obje$ktif 

se$suai de$ngan pe$rmasalahan yang dite$liti dalam pe$nulisan skripsi ini. 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini disajikan pe$nje$lasan me$nge$nai latar be$lakang, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat pe$ne$litian, ke$rangka 

te$ori dan konse$ptual, me$tode$ pe$ne$litian, se$rta siste$matika 

pe$nulisan. 

BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA DI BIDANG 

LALU LINTAS JALAN DAN ANGKUTAN JALAN 

Pada bab ini disampaikan hal-hal te$rkait tindak pidana di 

bidang lalu lintas jalan. Te$rdapat je$nis-je$nis tindak pidana 

lalu lintas se$rta tindakan pe$ne$gakkan hukumnya. 

BAB III FAKTA-FAKTA PELANGGARAN DI BIDANG LALU 

LINTAS JALAN DI KECAMATAN CIPAKU CIAMIS 

JAWA BARAT 

Pada bab ini disampaikan fakta-fakta pe$langgaran lalu 

lintas jalan yang se$ring te$rjadi di Wilayah Ke$camatan 

Cipaku. Khususnya yang dilakukan ole$h anak di bawah 
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umur yang sudah be$rke$ndara di dae$rah Wilayah Ke$camatan 

Cipaku. 

BAB IV ANALISIS HUKUM TENTANG PELANGGARAN DI 

BIDANG LALU LINTAS JALAN YANG TERJADI DI 

KECAMATAN CIPAKU DAN UPAYA PENANGGUL

ANGANNYA 

 Pada bab ini disampaikan hasil analisis te$ntang alasan 

Pe$langgaran lalu lintas yang umum te$rjadi di Ke$camatan 

Cipaku, faktor re$maja usia 13-17 tahun sudah be$rke$ndara 

motor, dan tindakan yang diambil ole$h Polre$s Kota Ciamis 

dalam me$ngatasi pe$langgaran lalu lintas yang dilakukan 

ole$h re$maja di Ke$camatan Cipaku. 

BAB V  PENUTUP 

 Pada bab ini disajikan ke$simpulan yang me$rupakan 

jawaban atas rumusan masalah se$rta saran yang dise$suaikan 

de$ngan te$muan-te$muan dalam pe$ne$litian. 


